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PERATURAN DAERAH PRO\/INSI SUMATERA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa mineral dan batubara merupakan sumberdaya alam
tak terbarukan, karena itu pengembangan dan
pemanfaatannya harus dilakukan secara terarah, terpadu
dan optimal untuk memberikan nilai tambah secara nyata
bagr perekonomian daerah dan kesejahteraara masyarakat
secara berkeadilan;

bahwa pertambangan mineral dan batubara mempunyai
peranan penting dalam pembangunan daerah secara
berkelanjutan, sehingga perlu upaya pembaman dan
penataan kembali kegiatan pengelolaan dan
pengusah aannye, dengan memperhattkan prinsip lingkungan
hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat;

bahwa berdasarkan Pasa| T ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang membuat
Peraturan Daerah bidang pertatnbartgan mineral dan
batubara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan
Umum;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan
Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
11O3);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor I25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang
Nomor L2 Tahun 2OOB tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Ncmor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aSaal;
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun ZOO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa3$;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOT tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a72fl;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a725);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan
Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneia Nomor a959);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor t4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
soSe);

Peraturan Pemerintah Nomor 2I Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagran Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O7O tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang

. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5285);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan
Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5742);
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Peraturan Pemerintah iVclmor 78 Tahun 2OIO tentang
Reklamasi Dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5L72);

Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 2OI2 tentang Jenis
dan Tarif Atas .Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5276);

Peraturan Pemerintah Nonnor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OI2 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Menteri Energi Dan sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan
Batubara;

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2OIL tentang Tata Cara
Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Dan Sistem
Informasi Wilayajr Pertambangan Mineral Dan Batubara:

Peraturan Menteri Energi Dan sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2OL2 tentang
Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan
Pengolahan Dan Pemurnian Mineral;

Peraturan Daerah Nomor {3 Tahun 2008 tentang Organisasi
Dan Tata Keqja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2OO8

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

TENTANG PENGELOLAAN

DEWAN PERWAKILAN RAKY^'':T"H PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKANI :

Menetapkan : PERATURAN DAERAFI
PERTAMBANGAN UMUM.

I]AB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yrang dimaksud

i. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

dengan:
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2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara.

3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan ttru.san
pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan
batubara.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
Provinsi Sumatera Utara.

5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

6. Pemerintah Kabupaterr/liota adalah Bupati/Walikota dan
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah KabupatenlKota di Sumatera Utara.

7. Bupati/Walikota adala.h Bupati/Walikota di Sumatera
Utara.

B. Dinas adalah Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi
Sumatera Utara.

9. Kepala Dinas, yang selanjutnya disebut Kadis adalah
Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera
Utara, yang secara ex-officio menduduki jabatan sebagai
Kepala Inspektur Tambang di lingkungan Pemerintah
Daerah.

10. Inspektur Tambang adalah Pejabat yang mempunyai tugas
dan fi.rngsi pengawasan di bidang teknik pertambangan
mineral dan batubara di iingkungan Pemerintah Daerah.

11. Pengelolaan Pertambangan Umum, yang selanjutnya
disebut dengan pengelolaan pertambangan mineral dan
batubara, adalah pengelolaan dan pengusahaan
pertambangan mineral clan batubara.

12. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan
kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan
pengusahaan rnineral atau batubara yang meliputi
penyelidikan umLrm, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan
pascatambang.

13. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam,
yang memiiiki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan
kristai teratur atau gabungannya yang membentuk batuan,
baik dalam bentuk lepas atau padu.

14. Batubara adalah enclapan senyawa organik karbonan yang
terbentuk secara alamia.h dari sisa tumbuh-tumbuhan.

15. Pertambangan Mineral adalah pertarnbangan kumpulan
minera-l yang berupa b|ih atau batuan, di luar panas bumi,
minyak dan gas bumi, serta air tanah.

16. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan
karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen
padat, ga.mbut, dan batr"ran aspal.

17. Usaha Pertambangarr adalah kegiatan dalam rangka
pengusahaan mineral a.[au batubara yang rneliputi tahapan
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kegiatan penyelidikan urmum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambanga.n, pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

18. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP,
adalah izin untuk melaksia.nakan usaha pertambangan.

79. IUP Eksplorasi adaiah izin usaha yang diberikan untuk
meiakukan tahapan kegiatan penyelidikan trmllm,
eksplorasi, dan studi kelayakan.

20. iUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan
setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk
melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

2I. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP,
adalah wilayah yang rnemiliki potensi mineral dan/atau
batubara dan tidak terilcat dengan batasan administrasi
pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang
nasional.

22. Wilayah Usaha Pertarnbangan, yang selanjutnya disebut
WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki
ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

23. Wilayah lzin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya
disebut WIUP, adalah wilayah bagian dari WUP yang
merupakan area usaha pertambangan yang akan
diterbitkan IUP.

24. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan
pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional
dan indikasi adanya mineralisasi.

25. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan
untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti
tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan
sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi
mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

26. Studi Kelayakan adanah tahapan kegiatan usaha
pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci
seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan
kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan,
termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta
perencanaan pascatambang.

27. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha
pertambangan yang rneliputi konstruksi, penambangan,
pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan
penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan
sesuai dengan hasil studi kelayakan.

28. Konstruksi ada-lah kegiatan usaha pertambangan untuk
melakukan pembanpJunan seluruh fasilitas operasi
produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

29. Penambangan adaiah bagian kegiatan usaha pertambangan
untuk memproduksi rnineral dan/atau batubara dan
mineral ikutannya.
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30. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha
pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral
danlatau batubara serta untuk memanfaatkan dan
memperoleh mineral ikutan.

31. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk
memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah
tambang danl atau tempat pengolahan dan pemurnian
sampai tempat penyerahan.

32. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk
menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

33. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di
bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum
Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

34. Jasa Pertarnbangan adalah jasa penunjang yang berkaitan
dengan kegiatan usaha pertambangan.

35. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut
IUJP, adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa
pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa
pertambangan.

36. Surat Keterangan Terdeiflar, yang selanjutnya disebut SKT,
adalah surat keterangein tanda terdaftar yang diberikan
kepada perusahaan usaha jasa pertambangan non inti.

37. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang
tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan,
dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar
dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

38. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut
pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan
berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan
usaha pertambangan untuk memuiihkan fungsi lingkungan
alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh
wilayah penambangan.

39. Pengembangan Masyarilkat adalah usaha pemberdayaan
masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat,
baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih
baik tingkat kehidupannya.

40. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian
pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan
penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan
mineral dan batubara.

4L. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk
rnenjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar
pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan di bidang
pertambangan mineral clan batubara.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dimaksudkan
untuk mengembangkan dan mendayagunakan sumberdaya
alam mineral dan batubara melalui pengelolaan dan
pengusahaan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan,
bervrawasan lingkungan dan berkeadilan, agar memperoleh
manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan
pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan
adalah :

a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
usaha pertambangan mineral dan batubara untuk
meningkatkan nilai tambah secara berdaya guna, berhasil
guna, berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup;

b. menjamin tersedianya perencanaan dan pemanfaatan
mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sumber
energi;

c. mengembangkan kemampuan daerah di bidang pengelolaan
pertambangan mineral clan batubara melalui penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan;

d. mengembangkan pola
masyarakat; dan

kemitraan dan pemberdayaan

e. menjamin kepastian hukr:m dalam penyelenggaraan kegiatan
usaha pertambangan mineral dan batubara di daerah.

]3AB III

RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Rua.ng Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan
batubara, rneliputi :

pertambangan minera-l dan

a. inventarisasi potensi pertambangan;

b. wilayah usaha pertambangan;

batubara
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m.

n.

q

pengembangan dan perlingkatan peran serta masyarakat
dalam ursaha pertambilngan dengan memperhatikan
keie starian lingkungan ;

pengkoordinasian perizinan dan pengawasan penggLrnaan
bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan
kewenangannya;

penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan
Llmrlm, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan
Bupati/Walikota;

penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam
negeri serta ekspor kepada Menteri dan Bupati/Walikota;

pembinaan dan pengawitsan terhadap reklamasi lahan
pasca tambang; dan

peningkatan kemampltan aparatur Pemerintah Daerah dan
Pemerintah KabupatenlKota dalam penyelenggaraan
pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB IV
INVENTARISASI POTENSI PERTAMBANGAIV

Pasal 6
(1) Gubernur melaksanakan inventarisasi potensi pertambangan

melalui kegiatan penyeliclikan dan penelitian pertambangan
untuk memperoleh data dari informasi.

(2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada wilayah :

a. lintas wilayah kabupatenlkota; danf atau

b. laut , untuk jarak 4 rnil sampai dengan 12 mil diukur
dari garis pantai ke arerh laut lepas.

(3) Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dan peneiitian
pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Gubernur berkoordinasi dengan Menteri dan
Bupati/Waiikota.

(4) Pelaksanaan penyelidika.n dan penelitian pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 7
(1) Data dan intbrrnasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6

ayat (1) rnemuat :

a. formasi batuan penrbarvil mineral d,anlatau batubara;

b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan
yang sedang berlangsun.g, telah berakhir, dan/a.tau telah
dikembalikan;
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c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang
masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang
sudah dikembalikan; dan/atau;

d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur
maupun sebaran litologi..

(2) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian
pertambangan sebagaima,na dimaksud pada ayat (1) wajib
diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara
dalam bentuk lembar petadan digital.

(3) Peta potensi sebagaimarra dimaksud pada ayat (2) wajib
disampaikan kepada Menteri untuk penyiapan penetapan
wP.

(4) Gubernrrr dapat meng"usulkan perubahan Wp kepada
Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

Pasal B

(1) Gubernur dapat me.nugaskan lembaga riset negara
dan/atau lembaga riset daerah untuk melaksanakan
penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1).

(2) Gubernur menetapkan wilayah penugasan penyelidikan dan
penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh
lembaga riset sebagaimerna dimaksud pada ayat (1), yang
dituangkan dalam peta.

(3) Dalam penetapan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Gubernur berkoordinasi dengan Menteri dan
Bupati/ Walikota.

(4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai
dasar dalam memberikan penugasan penyelidikan dan
penelitian pertambangan kepada lembaga riset negara
dan/atau lembaga riset daerah.

(5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi pertambangan.

(6) Lembaga riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :

a. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan
informasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan
penelitian, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. mengolah data dan informasi hasil penyelidikan dan
penelitian yang dilakukannya menjadi peta potensi
mineral dan/atau batubara dalam bentuk lembar peta
dan digital; dan

c. menyerahkan seluruh data dan informasi potensi
pertambangan yang diperolehnya berikut peta potensi
mineral dan/atau batubara kepada Gubernur.
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Pasal 9

(1) Gubernur dapat melakukan eksplorasi dalam rangka
penyiapan penetapan WUP"

(2) Dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Gubernur berkoordinasi dengan Menteri dan
Bupati/Walikota.

{3) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk memperoleh data dan inforrnasi berupa :

a. peta, yang terdiri atas :

1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa;
dan/atau

2. peta geokimia dan peta geofisika;

b. perkiraan sumberdaya dan cadangan.

(4) Data dan informasi hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib diolah menjadi peta potensi/cadangan
mineral dan/atau batubara.

(5) Peta potensi/cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
beserta laporan hasil eksplorasi wajib disampaikan kepada
Menteri untuk penyiapan penetapan WUp.

(6) Pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Dinas.

EAB V

WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

Pasal 10

(1) Gubernur menJrusun rencana penetapan wup minerai bukan
logam dan/atau batuan yang berada pada wp berd.asarkan
peta potensi mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (2) serta peta potensi/cadangan mineral sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

(2) Gubernur dapat menetapkan wup mineral bukan logam
danlatau batuan berdasarkan pelimpahan sebagian
kewenangan dari Menteri, sesuai ketentuan peraturan
perundangan*undangan.

(3) wuP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria:
a. memiliki singkapan geologi untuk minerar bukan rogam

dan/atau batuan;

b. memiliki potensi sumberdaya mineral bukan rogam
dan/atau batuan;

c. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral bukan logam
dan/atau batuan;
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d. tidak tumpang tindih dengan Wilayah Pertambangan
Rakyat (WPR) danf atau Wilayah Pencadangan Negara
(wPN);

merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk
kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan

merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai
dengan rencana tata ruang daerah;

BAB VI

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 1 1

(i) Gubernur menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau
batuan dalam suatu wuP yang berada pada wilayah lintas
kabupaten/kota dan/atau pa.da wilayah laut 4 (empat) mil
sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke
arah laut lepas, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan
bupati/walikota.

(2) Penetapan luas dan batils WIUP mineral bukan logam
dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan harus memenuhi kriteria :

a. letak geografis;

b. kaidah konservasi;

c. daya dukung lingkungan;

d. optimalisasi sumberdaya mineral bukan logam dan/atau
batuan; dan

e. tingkat kepadatan penduduk.

Ba.gian Kedua

Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 12

Setiap kegiatan usaha pertambangan mineral logam
dan/atau batubara hanya dapat dilaksanakan pada WIUP
yang diberikan Gubernur dengan cara lelang.

Sebelum Gubernur melakukan pelelangan WIUP, terlebih
dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari
Bupati/Walikota.

Gubernur menawarkan WIUP yang akan dilelang kepada
badan usaha, koperasi, atau perseorangan.

e.

f.

(1)

(2)

(3)
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(4) Dalam pelaksanaan penawaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Gubernur membentuk Panitia Pelelangan WIUP.

Bagian Ketiga

Keanggota-an Panitia Lelang

Pa.sal 13

(1) Panitia Pelelangan WIUP sebagaimana d.imaksud dalam Pasal
12 ayat (4) terdiri dari perwakilan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Kabupate n / Kota terkait.

(2) Ketua Panitia Pelelangan WIUP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat ( ) dijabat oleh Kadis.

(3) Tugas dan wewenang Panitia Pelelangan wiup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) meliputi :

a. menJrusun jadwal dan menetapkan lokasi lelang WIUp;

b. menyiapkan dokumen lelang WIUp;

c. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUp;

d. meiaksanakan pengumuman ulang pating banyak 2 (dua)
kali, apabila peserta lelang WIUP hanya I (satu);

e. menilai kualifikasi peserta lelang WIUp;

f. mengevaluasi penawaran yang masuk;

g. melaksanakan lelang WIUp;

h. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan
mengusulkan calon pemenang lelang WIUP.

(a) Anggaran biaya pelaksarraan pelelangan wIUp dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..

Bagian Keempat

Persyaratan Peserta Lelang

Pasal 14

(1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan peserta lelang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) untuk
mengikuti lelang WIUP heims memenuhi persyaratan :

a. administratif;

b. teknis; dan

c. finansial.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a untuk :

a. badan usaha, paling sedikit meliputi :

1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
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2. prolil badan usaha.;

3. akte pendirian bada:r usaha yang bergerak di bidang

usahi pertambangan yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang; dan

4. nomor Pokok wajib Pajak.

b. koperasi, paling sedikit meiiputi :

1. mengiii formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;

2. protil koperasi;

3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha
pertambangan yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang; dan

4. nomor pokok wajib pajak.

c. orang perseorangan, paling sedikit meliputi :

L mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;

2. kartu tanda penduduk; dan

3. nomor pokok wajib pajak.

d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer, paling
sedikit meliputi :

1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;

2. profil perusahaan;

3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang
usaha pertambanganl dan

4. nomor pokok wajib pajak.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
huruf b paling sedikit meliputi :

a. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di
bidang pertambangan rnineral atau ba.tubara paling
sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan barr harus
mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja,
atau afiliasinya )rang bergerak di bidang pertambangan;

b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam
bidang pertambangan dan/atau geologi yang
berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan

c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4
(empat) tahun eksplorasi.

(4) Persyaratan finansial seba.gaimana dimaksud pada ayat {1)
huruf c, paling sedikit meliputi :

a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit
akuntan publik;

b. menempatkan jaminan:kesungguhan lelang dalam bentuk
uang tunai di bank pemerintah, atam bank pemerintah
daerah sebesar 10 o/o (sepuluh persen) dari nilai



15

kompensasi data inforrnasi atas nama panitia Lelang
WIUP; dan

c. pernyataan bersedia rnembayar nilai lelang wIUp dalam
jangka waktu paling lambat s (lima) hari kerja, setelah
pengumuman pemenang lelang.

(5) Ketentuan lebih laniut mengenai persyaratan ad.ministratif,
teknis dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (li
dan tata cara pelelangan diatur dengan peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Evaluasi Penawaran

Pasal 15

(1) Panitia Pelelangan wIUp sebagaimana dimaksud dalam pasal
12 ayat (4) melakukan evaluasi terhadap penawaran yang
masuk melalui mekanisme evaluasi tahap piakualifikasi aan
evaluasi tahap kualifikasi.

(2) Evaiuasi tahap prakuarifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi evaluasi ad.ministratif, teknis, dan finansial.

(3) Evaluasi tahap kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi evaruasi penawaran harga wiup dan
pertimbangan teknis.

(4) Harga dasar lelang wIUp ditetapkan berdasarkan nilai biaya
kompensasi data informasi pada wIUp yang akan dilelang.

Pasal 16

(1) Penilaian penentuan peringkat calon pemenang lelang wIUp
dilakukan berdasarkan hasil evahlasi tahap kuatifikasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal i5 ayat (3).

(2) Penawaran harga wIUp sebagaimana dimaksud dalam pasal
15 ayat (3) minimal sama atau lebih tinggi dari harga dasar
lelang WIUP yang ditetapkan sebagaimara dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (4).

Pasal
Ketentuan lebih lanjut mengenai
calon pemenang lelang dan tata
teknis, finansial dan pena\ raran
Peraturan Gubernur.

L7

kriteria penentuan peringkat
cara evaluasi administratif,
harga WIUP diatur dengan

Bagiarn Keenam

Penetapan pemenang Lelang WIUP

Pasal 18

(1) Panitia Pelelangan wIUp sebagaimana dimaksud dalam pasal
12 ayat (4) wajib mengusulkan peringkat calon pemenang
lelang wluP dan membuat. berita u."i,tu. pelelangan WIUF
kepada Gubernur .
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Gubernur menetapkan badan usaha, koperasi, atau
perseorangan pemenang lelang WIUP berdasarkan usulan
peringkat calon pemenang lelang WIUP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Gubernur memberitahukan secara tertulis penetapan
pemenang lelang kepada pemenang lelang WIUP
sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

Bagian ketujuh
Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 19

(1) setiap kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam
dan/atau batuan hanya dapat dilaksanakan pada wIUp yang
diberikan Gubernur.

(2) Gubernur memberikan wIUp minerar bukan logam d,anf atau
batuan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan
dengan cara permohonan wilayah.

(3) Permohonan wIUp sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi persyaratan koordinat geogtafis lintang danbujur, membayar biaya pencadangarr- wilayah dan
pencetakan peta.

(4) Gubernur memberikan wIUp sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari
Bupati/Walikota.

Pasal 20
(1) Besarnya biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta

sebagaimana dimaksud dalam pasar 19 ayat (g) sesuai
dengan kete n tuan peraturan perutndan g-undan gan.

(2) Pelaksanaan pelayana' permohonan wIUp wajib
menerapkan sistem permohonan pertama yang telah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal
19 ayat (3) mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan
WIUP.

(3) Gubernur menyampaikarr secara tertulis wIUp yang tetah
diterbitkan kepada pernohon wIUp disertai peta- wIUp
berikut batas dan koordinat WIUP.

(4) Tata cara dan format permohonan wIUp diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Gubernur.
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I3AB VII

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Usaha. Pertambangan

f'asal 21

Usaha pertambangan dikelompokkan atas :

a. pertambangan mineral; dan

b. pertambangan batubara;

(2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kornoditas
tambang :

a. mineral logam;

b. mineral bukan logam;

c. batuan; dan

d. batubara

(3) Penggolongan jenis komoditas tambang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2\ huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

IUP Eksplorasi

Pasal 22

(1) Kegiatan eksplorasi mineral dan batubara hanya dapat
dilaksanakan setelah mendapatkan IUP Eksplorasi dari
Gubernur.

(2) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan pemenang lelang
WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana
dimaksud daiam Pasal 18 ayat (21 harus menyampaikan
permohonan IUP Eksplorasi mineral logam dan/atau
batubara kepada Gubernur dalam jangka waktu paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman
pemenang lelang WIUP.

(3) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah
mendapatkan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau
batuan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 20 ayat (3)
harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi mineral
bukan iogam dan/atau batuan kepada Gubernur dalam
jangka waktu paling larnbat 5 (lima) hari kerja setelah
penerbitan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan.
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Pasal 23

(1) Permohonan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) wajib memen\rhi persyaratan :

a. administratif;

b. teknis;

c. lingkungan; dan

d. finansial.

(2) Gubernur menerbitkan IUP Eksplorasi setelah permohonan
IUP Eksplorasi memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan tata cara permohonan serta penerbitan IUP
Eksplorasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

I>asal24

(1) Jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan
paling lama 8 (delapan) tahun.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;

b. eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua)
kali masirrg-masing 1(satu) tahun;

c. studi kelayakan 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang
1(satu) kaii 1(satu) tahun.

(3)Jangka waktu IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan
paling lama 7 (tujuh) tahun.

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi :

a. penyelidikan umum L(satu) tahun;

b. eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua)
kali masing-masing 1(satu) tahun;

c. studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Pasal 25

(1) Jangka waktu IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat
diberikan paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Jangka waktu sebagairnana .dirnaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. penyelidikan umum l(satu) tahun;

b. eksplorasi 1(satu) tahun;
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c. studi kelayakan 1(satu) tahun.

(3) Khusus untuk mineral bukan logam jenis tertentu, jangka
waktu IUP Eksplorasi dapat diberikan paling lama 7 (tujuh)
tahun.

(4) Jangka waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (3)
meliputi :

a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
b. eksplorasi 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang 1 {satu)

kaii 1 (satu) tahun;
c. studi kelayakan 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1

(satu) kali 1 (satu) tahr-rn.

(5) Jangka waktu IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan paling
lama 3 (tiga) tahun.

(6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
meliputi :

a. penyelidikan umum 1(sa.tu) tahun;

b. eksplorasi 1(satu) tahun;

c. studi kelayakan 1(satu) tahun.

pasal 26

(1) Pemegang IUP Bksplorasi mineral logam dapat diberi WIUP
dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.

(2) Pemegang IUP Eksplora"si batubara dapat diberi WIUP
dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.

(3) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberi
WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima
ribu) hektar.

(4) Pemegang IUP Eksplorasi batuan dapat diberi WIUP dengan
luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

Bagian Ketiga

IUP Operasi Produksi

F-,asal 27

(1) Gubernur memberikan iUP Operasi Produksi kepada badan
usaha, koperasi, atau perseorangan pemegang IUP
Eksplorasi sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.

(2) Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) , Pemega.ng IUP Eksplorasi harus
mengajukan permohonan kepada Gubernur dan memenuhi
persyaratan :

a. administratif;

b. teknis;

c. lingkungan; dan
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d. finansial.

(3) Gubernur menerbitkan IUP Operasi Produksi seteiah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2\.

(4) Sebelum Gubernui menerbitkan IUP Operasi Produksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu
mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan tata cara permohonan serta
penerbitan IIJP Operasi Produksi diatur dengan Peraturan
Gubernur.

Pasal 28
(1) Jangka waktu IUP Operasi Produksi mineral logam dapat

diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat
diperpanjang2 (dua) kaii masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

(2) Jangka waktu IUP Operasi Produksi batubara dapat
diberikan paling lama 20 (dua putuh) tahun dan d,apat
diperpanjang2 (dua) kali masing-masing 1O (sepuluh) tahun.

(3) Jangka waktu IUP operasi Produksi mineral bukan logam
dapat diberikan paling iama l0 (sepuluh) tahun dan dapat
diperpanj ang 2 (dua) kali masing-masing S (lima) tahun.

(4) Khusus IUP operasi Produksi mineral bukan logam jenis
tertentu dapat diberikan paling lama 2o (dua puruh) tahun
dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10
(sepuluh) tahun.

(5) Jangka waktu IUP operasi Produksi Batuan dapat diberikan
paiing iama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua)
kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Pasal 29 
:

(1) Pemegang IUP operasi Produksi mineral logam dapat diberi
WIUP dengan luas paling banyak 2S.0OO (dua puluh lima
ribu) hektar.

(2) Pemegang IUP operasi Produksi batubara dapat diberi wIUp
dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar

(3) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dapat
diberi WIUP dengan luar; paling banyak 5.000 (iima ribu)
hektar.

(4) Pemegang IUP operasi Produksi Batuan dapat diberi wIUp
dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
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Bagian Keempat

IUP Operasi Produksi Khusus

Pasal 30
IUP operasi Produksi Khusrrs di bidang pertambangan mineral
dan batubara terdiri atas :

a. IUP operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan
penjualan;

b. IUP operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan
pemurnian;

c. rzin Sementara untuk melakukan pengangkutan dan
penjualan; dan

d. IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

Pasal 3 1

(1) Dalam hal pemegang IUp operasi produksi tidak melakukankegiatan pengangkutan dan penjualan, kegiatan
pengangkutan dan penjualan dapat dilakukan oleh badan
usaha, koperasi, atau perseorangan yar,'g memiliki IUp
operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan
penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a.

(2) Dalam hal pemegang IUp operasi prod^uksi tidak melakukan
kegiatan pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengolahan
dan pemurnian dapat diiakukan oleh badan usaha, koperasi,
atau perseorangan yarrg memiliki IUp operasi produksi
Khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf b.

(3) Pemegang IUP Ekspiorasi dapat menjual mineral dan
batubara yang tergali pada waktu kegiatan eksplorasi dan
studi kelayakan setelah mendapatkan Izin Sementara untuk
melakukan pengangkutan dan penjualan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3O huruf c.

(4) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan
yang bermaksud menjuail mineral d,an/ata.u batubara yang
tergali wajib terlebih dahul.u memiliki IUp operasi produksi
untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30
huruf d.

Pasal 32

(1) Gubernur menerbitkan IUp operasi produksi Khusus
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 berd,asarkan
permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau
perseorangan, dan telah memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana. dimaksud pad.a ayat (1) dan tata
cara penerbitan IUP operasi Produksi Khusus dilaksanakan
berdasarkan ketenruan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kelima

Penciutan Wilayah lzin Usaha Pertambangan

Pasal 33

Pemegang IUP dapat menciutkan sebagian atau
mengembalikan seluruh WIUP.

Tata cara dan persyaratan penciutan atau pengembalian
WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ba.gian Keenam

Penghentian Sementara Kegiatan IUP

Pasai 34

(1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan
mineral dan batubara dapat diberikan kepada pemegang IUP
dalam hal :

a. keadaan kahar;

b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan
penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha
pertambangan;

c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak
dapat menarrggung beban kegiatan operasi produksi
sumberdaya mineral dan/atau batubara yang dilakukan
di wilayahnya.

(21 Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha
pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b disampaikan kepada Gubernur c.q. Kadis dalam
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari keda
terhitr-rng sejak terjadinya keadaan kahar dan/atau keadaan
yang menghalangi.

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, penghentian sementara dapat dilakukan oleh
Inspektur Tambang atau dilakukan berdasarkan
permohonan masyarakat kepada Gubernur.

t4) Gubernur mengeluarkan keputusan paling lama 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak permohonan penghentian
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima,
dengan ketentuan diberikan palirrg lama 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang paling banyak I (satu) kali untuk 1

(satu) tahun.

(5) Pemberian penghentian sementara kegiatan usaha
pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mengurangi masa berlaku IUP.
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Bagian Ketujuh

Berakhirnya IUP

Pasal 35

(1) IUP berakhir karena:
a. dikembalikan;

b. dicabut; atau

c. habis masa berlakunl'u1.

(2) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan
pernyataan tertulis kepacl.a Gubernur disertai dengan alasan
yang jelas.

(3) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan sah setelah disetujui Gubernur.

(4) IUP dicabut karena :

a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan
dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. pemega.rg IUP melakukan tindak pidana berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan ;

c. pemegang IUP dinyatal<an pailit.

Frasal 36

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis
dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau
perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan
tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut dinyatakan
berakhir.

Pasal 37

IUP yang berakhir karena ala.san sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (1) wajib melmenuhi dan menyelesaikan segala
kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

FIak

Pasal 38

(1) Pemegang IUP berhak untuk melakukan sebagian atau
seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan
eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi sesuai dengan
IUP yang dimiliki.
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Femegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana
umum untuk keperluan pertambangan, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral
ikutannya, atau batubana yang telah diproduksi setelah
mernbayar iuran eksplona.si atau iuran produksi, sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 39
(1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan kepemilikan IUp

kepada pihak lain.
(2) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham

Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan
kegiatan eksplorasi tahapan tertentu, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana
dimaksud pada ayat (2\ hanya dapat dilakukan dengan
syarat :

a. harus diberitahukan kepada Gubernur ;

b. tidak bertentangan d.engan peraturan
undangan.

perundang-

Pasal 40

Pemegang IUP dijamin h,aknya untuk melakukan usaha
pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua

Ker,vajiban

Pasal 41

Pemegang IUP wajib :

a. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja
pertambangan;

b. melaksanakan l<eselamatan operasi pertambangan;

c- melaksanakan pengeloiaan dan pemantauan lingkungan
pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi Ja.t
pascatambang;

d. mengeloia keua'gan scsuai dengan sistem akuntansi
Indonesia;

e. meningkatkan nilai tambah minerai dan/ atau batubara
melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

f. melaksanakan pengembangan
masyarakat sekitar tambang;

dan pemberd. ayaan
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g. mematuhi batas toleransi daya dukung iingkungan;

h. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan
sesuai dengan karakterist.ik daerah:

i. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. mengutamakan pemanfaeitan tenaga kerja setempat, barang,
dan jasa dalam negeri sesuai peraturan perundang-
undangan;

k. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana
kerja clan anggaran biaya , serta pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan mineral durn batubara kepada Gubernur;

l. membayar pendapatan daerah dan pendapatan negara
sesuai peraturan perundang-undangan;

m. mentaati budaya masyarakat setempat berdasarkan kearifan
iokal.

BAB IX

USAHA JASA PERTAMBANGAN

I>asal42
(1) Pemegang IUP dalarrr melakukan kegiatan usaha

pertamban gan dapat men ggunakan j asa pertambangan.

(2) Pengusahaan jasa perta.mbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikelompokkan atas :

a. usaha jasa pertambangan; dan

b. usaha jasa pertambanga.n non inti.

(3) Pemegang IUP sebagaimerna dimaksud pada ayat (1) wajib
menggunakan perusahilan jasa pertambangan lokal
dan/atau perusahaan jasa pertambangan nasional
berbentuk badan usaha, koperasi, atau perseorangan.

(4) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP dapat
menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain, sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Jenis usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi :

a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian
peralatan di bidang :

1. penyelidikan umum;

2. eksplorasi;

3. studi kelayakan;
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konstruksi pertambangan ;

pengangkutan;

lingkungan pertambangan;

reklamasi dan pascatambang; dan/atau
8. keseiamatan dan kesehatan kerja.

b. konsultasi, perencanaan cian pengujian peralatan di bidang :

1. penambangan; atau

2. pengolahan dan pemurnian.

Pasal 44

(1) Pelaku usaha jasa pertambangan lokal dapat melakukan
kegiatannya setelah mendapatkan iUJP dari Gubernur.

(2) Pelaku usaha iasa pertanrbangan non inti dapat melakukan
kegiatannya setelah mendapatkan SKT dari Gubernur.

(3) IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu paling lama 3
(tiga) tahun dan dapat diperpanjang, sesuai ketentuan
peraturan pemndang-undangan.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan
mendapatkan IUJP atau SKT diatur lebih lanjut dengan
peraturan Gubernur.

BAB X

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Rencana Reklarnasi dan Pascatambang

Pasai 45

(1) Pemegang IUP Eksplorzrsi sebelum melakukan kegiatan
eksplorasi wajib menJrusun rencana reklamasi berdasarkan
dokumen lingkungan hidr,lp yang telah disetujui oleh instansi
yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1)
dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

(3) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan
studi kelayakan wajib mengajukan permohonan persetujuan
rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada
Gubernur c.q. Kadis.

(4) Rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diajukan bersamaan dengan
pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.

(5) Rencana rekiamasi dan rencana pascatambang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan dokumen
lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang
berwenang, sesuai dengarr ketentuan peraturan perundang-

4.

5.

6.
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undangan di bidang
lingkungan hidup.

perlindungan dan pengelolaan

Pasal 46
(1) Gubernur memberikan persetujuan atas rencana reklamasi

yang telah memenuhi persyaratant, dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUp operasi
Produksi diterbitkan.

(2) Gubernur memberikan persetujuan atas rencana
pasacatambang yang tetrah memenuhi persyaratan, dalam
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender
sejak IUP Operasi Produk.si diterbitkan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (21
sesuai dengan ketenruan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Reklamasi dan pascatambang

Pasal 47
(1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi

terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
(2) Pemegang IUP operasi Produksi wajib meraksanakan

reklamasi dan pascata.mbang terhadap lahan terganggu pada
kegiatan penambangan.

(3) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jaminan Reklarnasi dan Pascatambang

Pasal 48

Pemegang IUP Ekspiorasi wajib menyediakan jaminan
reklamasi.

(2) Pemegang IUP operasi Produksi wajib menyediakan jaminan
reklamasi dan jaminan pa.scatambang.

Pasal 49

(1)Penempatan jaminarr rr:klamasi sebagaimana dimaksucl
dalam Pasal 48 ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban
pemegang IUP Eksplorasi untuk melaksanakan reklamasi.

(2) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (21 tidak menghilangkan kewajiban
pemegang IUP Operasi trroduksi untuk melaksanakan
reklamasi.



28

(3) Penempatan jaminan pasca tambang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) tidak menghilangkan
kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk
melaksanakan pascatamtlang.

Pasal 50

Ketentuan mengenai jaminan reklamasi dan jaminan
pascatambang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 51

(1) Pemegang IUP wajib men)rusun program pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat
setempat.

(3) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di
sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas
pertambalgan atau yang berada dekat kegiatan operasional
penambangan dengan tidak melihat batas administrasi
wilayah kecamatan / kabupaten.

Pasal 52

(1) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud datram Pasal 51 ayat (1) dibiayai dari
alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap
tahun.

(2) Alokasi biaya program dan pengembangan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pemegang
IUP.

(3) Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana
dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja
dan anggaran biaya tahunan kepada Gubernur c.q. Kadis
untuk mendapatkan persetuj uan.

Pasal 53

Pemegang IUP wajib n:renyampaikan laporan realisasi
pelaksanaan program dan pemberdayaan masyarakat setiap 6
(enam) bulan kepada Guberrrur c.q. Kadis.
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tsAB XII
PENDAPA'IAN DAERAH

Pasal 54

(1) Pemegang IUP wajib rnembayar pendapatan daerah dan
penerimaan negara bukan pajak, sesuai peraturan
perundang-undangan.

(2) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud.
pada ayat (1) terdiri atas :

a. iuran tetap;

b. iuran ekspiorasi;

c. iuran produksi; dan

d. kompensasi data informasi.

(3) Penerimaan negara bukan pajak merupakan penerimaan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang pembagiannya
ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Ketentuan jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

E]AB XIII
PEMBINAAN DAN PBNGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 55
(1) Gubernur melakukan pernbinaan terhadap penyelenggaraan

pengelolaan usaha pertan:rbangan mineral dan batub;; yang
diselenggarakan oleh pemerintah KabupatenlKoti
berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangatr p.-erintah,
sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan
pengelolaan usaha pert.ambangan;

b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsuitasi;

c. pendidikan dan pelatihan; dan

d. perencanaan, penelitiarr, pengembangan, pemantalfan,
dan evaluasi penyelenggaraan usaha pertambangan
mineral dan batubara.
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Fasal 56
(1) Gubernur melakukan pernbinaan atas pelaksanaan kegiatan

usaha pertambangan mineral dan batubara yang
dilaksanakan oleh pemegang IUp.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pengadministrasian pertambangan;

b. teknis operasional pertarnbangan; dan

c. penerapan standar
pertambangan.

kompetensi tenaga kerja

Fasal 57

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55
ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 58

(1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pengelolaan usaha pertambangan mineral aah uitubaia yang
diselenggarakan oreh pemerintah Kabupate nlkoti
berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah,
sesuai peraluran perundang-undangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meriputi :a. penetapan Wilayah pertambangan Rakyat (WpR);

b' penetapan dan pemberian wIUp mineral bukan logam dan
batuan;

pemberian WIUP miner.al logam dan batubara;

penerbitan lzin pertamtbangan Ralqyat (IpR);

penerbitan IUp; dan

penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan
yang dilakukan oleh pemegang IpR aan lUp.

Pasal 59
(1) Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan

kegiatan usaha pertamba'g.r, minerar dan baiubara yang
dilaksanakan oleh pemegang IUp.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (r), meliputi :a. teknis pertambangan;

b. pemasaran;

c. keuangan;

c.

ci.

e.

f.
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d. pengelolaan data mineral dan batubara;

e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;

t. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

g. keselamatan operasi pertambangan;

h. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi,
dan pascatambang;

i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan
rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;

k. pengembangan dan pernberdayaan masyarakat setempat;

l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi
pertambangan;

m. kegiatan-kegiatan iain di bidang kegiatan usaha
pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;

pelaksana.an kegiatan sesuai dengan IUp; dan
jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

trasal 60

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5g ayat (1)
dilakukan oleh Dinas.

(2) Pengawasan sebagaiman:r climaksud dalam pasal 59 ayat (l)
dilakukan oleh Dinas dan Inspektur Tambang.

(3) Pengawasan sebagaimann dimaksud dalam pasal s9 ayat (21
huruf b, huruf c, huruf d, huruf i, huruf j, huruf k, huruf m,
huruf n, dan huruf o dilaksanakan oleh Dinas.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal s9 ayat (2)
huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan hurui i
dilaksanakan oleh Inspektur Tambang.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61
(1) setiap pemegang IUp yang merakukan pelanggaran terhadap

ketentuan sebagaimana crimaksud d.aram pa-sal G 1 ayat (3i,
Pasal 39 ayat (3), Pasal 4L,. pasal 45 ayat (1), dan 

"V"t igi,
fasal 47 ayat (1), dan ayat (2), pasal 4g-ayat(f;, au.r, iy"tiZi',Plsal 51 ayat (1), dan pasal s4 ayat (1) dikenakan sanksi
administratif.

n.

o.
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(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:
a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan
eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau

c. pencabutan IUP.

BAB XV

PEI\TYIDIKAN

Pasal 62

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
(Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana,
penyidikan atas tindak piclana sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang
pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-
undangan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat
kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. men5ruruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa
tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

e. mengambii sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau
saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan perneriksaan perkara;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau
peristiwa tersebut bukern merupakan tindak pidana, dan
selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada
Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dip e rtanggungj awabkan .
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BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pa.sal 63
(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan

tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (IJ,
atau Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi pidana penjara dan
denda sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang
menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan
pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara
yang bukan dari pemegang IUP, atau IUp khusus
sebagairAona dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, huruf b,
huruf c, atau huruf d dikenakan sanksi pidana penjara dan
denda sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pemegang IUP yang melakukan kegiatan usaha
pertambangan di luar wIUP, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal L2 ayat (1), atau pasal 19 ayat (1) diancam pidana
penjara paling lama 6 (enram) bulan dan denda paling tinggi
Rp. 50.O0O.O00,O0 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVII
KETENTUA.N PERALIHAN

Pasal 64
Izin pertambangan yang diterbitkan
Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap
waktu berakhirny a izin.

sebelum berlakunya
beriaku sampai jangka

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65
Hal-hal yang belum diatur daiam peraturan Daerah ini
sepanjang teknis pelaksar:.aannya ditetapkan lebih lanjut
dengan Peraturan Gubernur.
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Pasal 66
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan.

Agar setiap or€mg mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dingan penempatannya
dalam Lembaran Daerah provinsi sumateral.lt"t*.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 Februari 2Ot3

PIt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 19 Ftbprari ac,>

SEKRMARIS DAERAH PROVINSI

NURDIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 NOMOR x


